Lam piran I

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nom or : SE-31/PJ/2011

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2011
tentang Penetapan Wajib Pajak Atas Objek

Pajak Bumi dan Bangunan Yang Belum

Jelas Diketahui W ajib Pajaknya dan
Pencabutan Penetapan Sebagai W ajib
Pajak

TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
YANG BELUM DIKETAHUI WAJIB PAJAKNYA

A Deskripsi:

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penetapan sebagai Wajib Pajak atas Objek PBB yang belum

diketahui W ajib Pajaknya.

B. Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bum i dan Bangunan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ]./2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) dalam Rangka Pem bentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen
Inform asi Objek Pajak (SISMIOP) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-115/PJ./2002 tanggal4 Maret 2002.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nom or PER-11/PJ/2011 tentang Tata Cara Penetapan W ajib Pajak
atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang Belum Diketahui Wajib Pajaknya dan Pencabutan
Penetapan Sebagai W ajib Pajak.
C. Surat Edaran Terkait:
S Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-31/P]J/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2011 tentang Penetapan W ajib Pajak Atas Objek Pajak Bumi dan

Bangunan Yang Belum Jelas Diketahui W ajib Pajaknya dan Pencabutan Penetapan Sebagai W ajib Pajak.
D . Pihak yang Terkait:

1. Kepala KPP Pratam a;

2. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;

3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Inform asi;

4. Pejabat Fungsional Penilai atau Petugas Penilai PBB;

5. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;

6. Pelaksana SeksiPengolahan Data dan Inform asi.

E Form ulir yang Digunakan:
1. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/Lam piran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP);
2. Lem bar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).

F. Dokumen yang Dihasilkan:

1. Surat Tugas Penelitian PBB di Kantor/Lapangan;

2. Berita Acara Penelitian PBB di Kantor/Lapangan;

3. Surat Keputusan Penetapan Sebagai Wajib Pajak atas Objek PBB;

4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);

5. Surat Tanda Terima Setoran (STTS).

G . Prosedur Kerja:

1. Kepala Kantor menugaskan Pejabat Fungsional Penilai atau Petugas Penilai PBB untuk melakukan
penelitian PBB atas objek PBB yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya untuk m enentukan W ajib
Pajaknya.

2. Pejabat Fungsional Penilai menyiapkan bahan, melakukan Penelitian PBB di Kantor/Lapangan, dan
mem buat Berita Acara Penelitian PBB.

3. Pejabat Fungsional Penilai atau Petugas Penilai PBB mengajukan W ajib Pajak atas objek PBB yang
belum jelas diketahui W ajib Pajaknya berdasarkan Berita Acara Penelitian PBB, mengisi dan
menandatangani SPOP/LSPOP atas objek PBB dimaksud, dan membuat konsep Surat Keputusan
Penetapan Sebagai W ajib Pajak atas objek PBB.

4. Pejabat Fungsional Penilai atau Petugas Penilai PBB menyampaikan Berita Acara Penelitian PBB,
SPOP/LSPOP, dan konsep Surat Keputusan Penetapan Sebagai Wajib Pajak atas objek PBB kepada
Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

5. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima, meneliti, dan memaraf Berita Acara Penelitian PBB,
SPOP/LSPOP, dan konsep Surat Keputusan Penetapan Sebagai Wajib Pajak atas Objek PBB kem udian
menyam paikan kepada Kepala Kantor.

6. Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Berita Acara Penelitian PBB, SPOP/LSPOP, dan konsep
Surat Keputusan Penetapan Sebagai Wajib Pajak atas Objek PBB, kem udian menyam paikan kepada
Kepala SeksiPengolahan Data dan Informasi untuk dilakukan perekam an.

7. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Inform asi menerima Berita Acara Penelitian PBB, SPOP/LSPOP, dan
Surat Keputusan Penetapan Sebagai Wajib Pajak atas Objek PBB kem udian menugaskan Pelaksana
SeksiPengolahan Data dan Informasi untuk melakukan perekaman SPOP/LSPOP.

8. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Inform asi melakukan perekaman SPOP/LSPOP.

9. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Inform asi mengecek hasil perekam an, meneruskan SK Penetapan

WP dan SPOP/LSPOP ke Seksi Pelayanan.
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10. Kepala Seksi Pelayanan menerima SK Penetapan WP dan SPOP/LSPOP dan menugaskan pelaksana
SeksiPelayanan untuk melakukan pencetakan SPPT dan STTS.

11. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak SPPT dan STTS, kem udian menyerahkannya kepada Kepala
SeksiPelayanan.

12. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf SPPT, kemudian menyam paikan SPPT dan STTS
beserta SK Penetapan WP kepada Kepala Kantor.

13. Kepala Kantor menerima SPPT dan STTS beserta SK Penetapan WP, kemudian meneliti dan
menandatangani SPPT.

14. Proses dilanjutkan ke SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.

15. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian:
Paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tugas penelitian PBB atas objek pajak yang belum jelas

diketahui W ajib Pajaknya.

Flowchart

Tata Cara Penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan
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Lam piran II

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nom or : SE-31/PJ/2011

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2011
tentang Penetapan Wajib Pajak Atas Objek

Pajak Bumi dan Bangunan Yang Belum

Jelas Diketahui W ajib Pajaknya dan
Pencabutan Penetapan Sebagai W ajib
Pajak

TATA CARA TINDAK LANJUT PENGAJUAN KETERANGAN TERTULIS
W AJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
YANG BELUM JELAS DIKETAHUI WAJIB PAJAKNYA
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

A Deskripsi:
Prosedur operasi ini menguraikan tata cara tindak lanjut pengajuan keterangan tertulis W ajib Pajak atas
Objek PBB yang belum diketahui W ajib Pajaknya di KPP Pratam a.

B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bum i dan Bangunan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ]./2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) dalam Rangka Pem bentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen
Inform asi Objek Pajak (SISMIOP) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor: KEP-115/PJ./2002 tanggal4 Maret 2002.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nom or PER-11/PJ/2011 tentang Tata Cara Penetapan W ajib Pajak
atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang Belum Diketahui Wajib Pajaknya dan Pencabutan

Penetapan Sebagai W ajib Pajak.

C. Surat Edaran Terkait:
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-31/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nom or PER-11/PJ/2011 tentang Penetapan W ajib Pajak Atas Objek Pajak Bumi dan

Bangunan Yang Belum Jelas Diketahui W ajib Pajaknya dan Pencabutan Penetapan Sebagai W ajib Pajak.

D. Pihak yang Terkait:
1. Kepala KPP Pratam a;
2. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;
3. Pejabat FungSional Penilai atau Petugas Penilai PBB;
4. Petugas Tem pat Pelayanan Terpadu (TPT);
5. Pelaksana SeksiPelayanan;
6. Kepala Subbagian Um um ;
7. W ajib Pajak.

E. Form ulir yang Digunakan:
1. Lem bar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).
F. Dokumen yang Dihasilkan:
1. Bukti Penerimaan Surat (BPS);
G . Prosedur Kerja:
1. W ajib Pajak mengajukan surat keterangan tertulis yang menyatakan bahwa ia bukan Wajib Pajak atas

suatu objek PBB ke KPP Pratam a.

2. Petugas TPT menerim a surat keterangan tertulis kem udian m eneliti kelengkapan persyaratan formal.
Dalam hal berkas Surat Keterangan belum lengkap, Surat Keterangan dikembalikan kepada W ajib
Pajak untuk dilengkanpi.

3. Dalam hal persyaratan form al sudah terpenuhi, petugas TPT mencetak Bukti Penerim aan Surat (BPS)
dan Lem bar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS diberikan kepada W ajib Pajak, sedangkan LPAD
digabungkan dengan Surat Keterangan beserta kelengkapannya untuk diteruskan ke Seksi Pelayanan.

4. Pelaksana Seksi Pelayanan menatausahakan Surat Keterangan beserta persyaratannya dan
mengirimkan kepada Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

5. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti dan mendisposisi berkas Surat Keterangan kepada
Pejabat Fungsional Penilai atau Petugas Penilai PBB untuk mem prosesnya.

6 . Pejabat Fungsional Penilai atau Petugas Penilai PBB menerima berkas Surat Keterangan W ajib Pajak,
mengum pulkan dan meng-copy dokumen terkait penetapan W ajib Pajak yang bersangkutan, antara
lain Salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Berita Acara Penelitian Penetapan W ajib Pajak
atas Objek PBB, SPOP/LSPOP, dan dokumen penunjang lainnya.

7. Pejabat Fungsional Penilai atau Petugas Penilai PBB membuat konsep surat pengantar pengiriman
copy Surat Keterangan beserta copy dokumen terkait yang telah dikum pulkan untuk dikirim kan ke
Kanwil DJP. Konsep surat pengantar, Surat Keterangan beserta dokumen pendukung dan dokumen
lain yang telah dikum pulkan diteruskan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi.

8. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti dan memaraf konsep surat pengantar kem udian

meneruskan kepada Kepala Kantor.

9. Kepala Kantor m eneliti, m enyetujui, dan menandatangani surat pengantar.
10. Proses dilanjutkan ke SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
11. Proses selesai.

H. Jangka Waktu Penyelesaian:
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Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Surat Keterangan dari Wajib Pajak.

I. Flowchart
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Lam piran III

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nom or : SE-31/PJ/2011

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2011
tentang Penetapan Wajib Pajak Atas Objek

Pajak Bumi dan Bangunan Yang Belum

Jelas Diketahui W ajib Pajaknya dan
Pencabutan Penetapan Sebagai W ajib
Pajak

TATA CARA TINDAK LANJUT PENGAJUAN KETERANGAN TERTULIS
W AJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
YANG BELUM JELAS DIKETAHUI WAJIB PAJAKNYA
DI KANTOR W ILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A Deskripsi:
Prosedur operasi ini menguraikan tata cara tindak lanjut pengajuan keterangan tertulis W ajib Pajak atas
Objek PBB yang belum diketahui W ajib Pajaknya di KanwilDIJP.

B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bum i dan Bangunan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ]./2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bum i dan
Bangunan (PBB) dalam Rangka Pem bentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen
Inform asi Objek Pajak (SISMIOP) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor: KEP-115/PJ./2002 tanggal4 Maret 2002.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nom or PER-11/PJ/2011 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak
atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang Belum Diketahui Wajib Pajaknya dan Pencabutan
Penetapan Sebagai W ajib Pajak.

C. Surat Edaran Terkait:
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-31/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nom or PER-11/PJ/2011 tentang Penetapan W ajib Pajak Atas Objek Pajak Bumi dan

Bangunan Yang Belum Jelas Diketahui W ajib Pajaknya dan Pencabutan Penetapan Sebagai W ajib Pajak.

D. Pihak yang Terkait:

1 Kepala Kantor W ilayah DIJP.

2 Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding.

3 Kepala SeksiBidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV.

4. Penelaah Keberatan.

5 Pelaksana Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding IV.

6 KPP Pratama.

7 W ajib Pajak.

E. Form ulir yang Digunakan:

1. Surat keterangan tertulis W ajib Pajak atas penetapan W ajib Pajak atas Objek PBB.

2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

3. Bukti pendukung lain sebagaim ana tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-11/PJ/2011 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak Bumidan Bangunan yang
Belum D iketahui W ajib Pajaknya dan Pencabutan Penetapan Sebagai W ajib Pajak.

F. Dokumen yang Dihasilkan:

1. Surat Tugas Penelitian PBB di Kantor/Lapangan.

2. Berita Acara Penelitian PBB di Kantor/Lapangan.

3. Surat Keputusan Pencabutan Penetapan W ajib Pajak atau Surat Keputusan Penolakan Pencabutan
Penetapan W ajib Pajak.

G . Prosedur Kerja:

1. KPP Pratama menyampaikan Surat Pengantar, surat keterangan tertulis W ajib Pajak atas penetapan
W ajib Pajak atas Objek PBB, SPPT, dan dokumen pendukung lain ke Kanwil DJP.

2. Kepala Kanwil DJP menerima dokumen pada angka 1 dan mem beri disposisi kepada Kepala Bidang
Pengurangan, Keberatan, dan Banding (SOP Penerimaan Dokumen di KanwilDJP).

3. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menerima dokumen pada angka 1 yang telah
didisposisi Kepala Kantor Wilayah (SOP Penerimaan Dokumen di Kanwil DIJP), serta memberi disposisi
kepada Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV untuk mem prosesnya.

4. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV menerima disposisi kemudian mem utuskan
akan melakukan Penelitian PBB di Kantor atau Penelitian PBB di Lapangan, menugaskan kepada
Penelaah Keberatan untuk mem prosesnya.

5. Penelaah Keberatan mem buat konsep Surat Tugas Penelitian PBB di Kantor/Lapangan, kemudian
menyam paikan kepada Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV.

6. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV meneliti dan meneruskan konsep Surat Tugas
Penelitian PBB di Kantor/Lapangan kepada Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding.

7. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding meneliti dan menandatangani konsep Surat
Tugas Penelitian PBB di Kantor/Lapangan, kem udian menugaskan Penelaah Keberatan melaksanakan
Penelitian PBB di Kantor/Lapangan.

8. Penelaah Keberatan melaksanakan Penelitian PBB di Kantor/Lapangan dan membuat Berita Acara

Penelitian PBB di Kantor/Lapangan.

www.peraturanpajak.com TaxBase 6.0 Document - Page : 5 info@peraturanpajak.com




9. Atas dasar Berita Acara Penelitian PBB di Kantor/Lapangan, Penelaah Keberatan membuat konsep:
- Surat Keputusan Pencabutan Penetapan W ajib Pajak atau
- Surat Keputusan Penolakan Pencabutan Penetapan W ajib Pajak.
Penelaah Keberatan kemudian menyerahkan konsep Surat Keputusan tersebut kepada Kepala Seksi
Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV.

10. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV m eneliti, mem araf Berita Acara Penelitian PBB
di Kantor/Lapangan, memaraf konsep Surat Keputusan pada angka 9 kemudian meneruskannya
kepada Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding.

11. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding m eneliti, menandatangani Berita Acara
Penelitian PBB di Kantor/Lapangan, dan mem araf konsep Surat Keputusan pada angka 9 kem udian
menyerahkannya kepada Kepala Kanwil DJP.

12. Kepala Kanwil DJP menyetujuidan menandatangani Surat Keputusan pada angka 9.

13. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV menatausahakan Surat Keputusan dan
mengirimkan ke pihak-pihak terkait melalui Bagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
Kanwil DJP).

14, Proses selesai.

H. Jangka Waktu Penyelesaian:

Paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan W ajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak.

I. Flowchart
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Lam piran IV

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nom or : SE-31/PJ/2011

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2011
tentang Penetapan Wajib Pajak Atas Objek
Pajak Bumi dan Bangunan Yang Belum
Jelas Diketahui W ajib Pajaknya dan
Pencabutan Penetapan Sebagai W ajib
Pajak

(KOP SURAT)

BERITA ACARA PENELITIAN PBB
Penetapan W ajib Pajak atas Objek PBB yang belum jelas diketahui W ajib Pajaknya

Berdasarkan hasil penelitian di kantor/lapangan*) yang dilakukan terhadap objek PBB:

1. NOP i e e e e e e e e e e e e e e e s

2. Alam at ob ek pPajak @ e e e e
sesuai surat tugas penelitian PBB tentang penetapan W ajib Pajak nomor ..ot tanggal
............................ , bahwa subjek pajak:

1. Nam a P

2. Alamat e e e e e e e e e e e e e e e e s

3. NPW P L i e e e e e e e e e e e e e e e e

memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai Wajib Pajak atas objek PBB sebagaimana dimaksud, dengan

Dem ikian Berita Acara inidibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui,

Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Fungsional Penilai/Petugas Penilai PBB

Disetujui

Kepala Kantor

Keterangan:
*) Coretyang tidak perlu.
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Lam piran V

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor

Tentang

(KOP SURAT)

SE-31/PJ/2011

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2011
tentang Penetapan Wajib Pajak Atas Objek
Pajak Bumi dan Bangunan Yang Belum
Jelas Diketahui W ajib Pajaknya dan
Pencabutan Penetapan Sebagai W ajib

Pajak

BERITA ACARA PENELITIAN PBB

Penyelesaian Pengajuan Surat Keterangan W ajib Pajak

1. NOP Y
2. W ajib Pajak L e e e e e e e e e e e e
3. A M At 0D JEK P adak I i e e e e e e e e e e e e e e
4 . Alam at W @ ib P aja k i i i i e e e e e e e e e e s
atas surat keterangan W ajib Pajak nomor ................. 1) tanggal

dilakukan pencabutan/penolakan pencabutan*) penunjukan sebagai

................................... , diusulkan agar
W ajib Pajak atas objek pajak dimaksud.

Lo I o I = T 4T T = T N

Dem ikian Berita Acara inidibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui.
Kepala SeksiPengurangan, Keberatan,
dan Banding IV,

Disetujui

Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan,

dan Banding,

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

1)
PBB.

2) Diisi tanggal surat keterangan

Objek PBB.

www.peraturanpajak.com

yang diajukan
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Penelaah Keberatan,

Diisi nomor surat keterangan yang diajukan W ajib Pajak berkaitan dengan penetapan W ajib Pajak atas O bjek

W ajib Pajak berkaitan dengan penetapan W ajib Pajak atas

info@peraturanpajak.com




